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Abstrak

Penelitian ini bertujuan Tujuan Untuk mendapatkan informasi tentang apa yang
mempengaruhi perselisihan suami istri dalm rumah tangga di Pengadilan Agama
Cilacap.Untuk mengetahui peran mediator dalam rangka mendamaikan perselisihan
suami istri di Pengadilan Agama Cilacap. Untuk menganalisa peran mediator dalam
menangani kasus perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Cilacap.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu dimana
penulis terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data secara obyektif di
Pengadilan Agama Cilacap. Subyek dari penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama
Cilacap yang berjumlah 16 hakim. Obyek penelitian yang akan penulis teliti adalah
tentang “peran mediator dalam mendamaikan perselisihan suami istri di Pengadilan
Agama Cilacap”. Metode pengumpulan data Observasi, Interview, dan Dokumentasi.
Analisis data Metode deduktif yaitu suatu analisis data yang berangkat dari pengetahuan
bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan spesifik. Metode
induktif yaitu suatu analisis data yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-
peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus
dan kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan
kongkrit itu di generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hakim yang menjadi mediator pada hari sidang
yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak
untuk menempuh mediasi. Dan jika ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak
menghalangi pelaksanaan mediasi, hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada
para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses
mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan
langsung atau aktif dalam proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan
perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi,
hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang
bersengketa. Hak para pihak memilih mediator para pihak berhak memilih mediator di
antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat
atau akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau
berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan
antara mediator. Kesulitan ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan istri sehingga
istri meninggalkan.

Kata Kunci: Mediator, Perselisihan Keluarga
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A. Pendahuluan

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.! Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling
pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi
yang terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga sering kita
jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun
kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh
atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain,
yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri)
tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya
ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya
perceraian adalah syigaq (terjadinya perselisihan/ persengketaan yang berlarut-larut
antara suami isteri)>. Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur’an surah an-Nisaa
ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada
persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam
(mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga
perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara
menyelesaikan perselisihan/ persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan
mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk
membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.?

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara
suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini
dijembatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama. Pada
praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg
tidak setuju untuk cerai. Jadi: jika yg mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si

suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka

1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang No 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak, hal. 1

2 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Manafi, Maliki, dan
Hanbali, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hal, 137.

3 Moh. Idris Ramulyo, Perkawinan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 36.
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dilaksanakan-lah acara mediasi tersebut.* Secara detail tentang mediasi dapat
dijabarkan sebagai berikut: Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan
melengkapi  berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti:
kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb.
Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum
dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi.
Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak
maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para
pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator
dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Mediasi dilakukan di ruang khusus di
Pengadilan Agama tersebut. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Bila
dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, maka barulah proses perkara
perceraian dapat dilaksanakan.®

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Morteza Mutahhari dengan apa yang
dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
tampaknya pengertian yang dikemukakan beliau sangat dekat dengan maksud yang
tertulis dalam QS. An-Nisaa: 35. Hakam yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari
keluarga pihak suami isteri. Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan
pasal 76 ayat (2) boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga
isteri saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Namun
demikian, maksud dan tujuan pembuat undang-undang bukanlah untuk
menyimpang dari ketentuan surah An-Nisaa: 35, tetapi tujuannya agar rumusan
ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung
di dalamnya. Pengangkatan hakam dalam perkara peceraian atas dasar syigaq, ialah
dilakukan pada sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan
saksi, yaitu setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, dengan

kata lain Pengadilan barulah dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan

4 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi,

Konsiliasi, dan Arbitrase, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), him. 56.
5 Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta. Pustaka, 1998), him. 34.
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pembuktian selesai diperiksa. Saksi-saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan para
pihak telah selesai diperiksa.

Prosedur demikian didasarkan, bahwa Pengadilan atau hakim harus terlebih
dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta
persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah
dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada hakam (mediator) tentang
segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki
usaha penyelesaian perselisinan. Dan agar hakam dapat bekerja sebaik mungkin,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan haruslah disampaikan kepadanya.
Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang
berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan, yang pengangkatannya
dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara. Namun demikian dari segi
pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata,
pengusulan hakam datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas
memutuskan siapa yang mereka hendaki untuk menjadi hakam dari pihaknya. Akan
tetapi apa yang mereka usulkan, tidak mengikat hakim. Oleh karena demikian,
sebaiknya hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa
orang, serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon.®

Pendapat Hakam (Mediator) Tidak Mengikat Pasal 76 ayat (2) UU No.
7/1989 tidak menyinggung sampai dimana kekuatan mengikat usul hakam
(mediator) kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai
dengan fungsi hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apa pun.
Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang tidak memberikan
kewenangan bagi hakam  (mediator) untuk  menjatuhkan  putusan.
Hakam (mediator) yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan
kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya
penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri
perselisihan suami isteri.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan Achmad Ali bahwa
mediator (hakam) yang netral tidak bertindak sebagai seorang hakim; dia tidak

66 Moh. Idris Ramulyo, Perkawinan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 63.
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mempunyai otoritas untuk menjatunkan suatu putusan’. Malahan, mediator
memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan
menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para
pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membantu para
pihak menentukan solusi mereka sendiri terhadap persengketaan mereka. Lanjut
menurutnya, bahwa sebenarnya mediator bertindak sebagai katalisator (pembuat
perubahan), keterampilan khususnya diterapkannnya pada pihak yang bersengketa

dengan membantu mereka dalam menyelesaiakan perselisihan

B. Mediator
1. Pengertian Mediator

Mediator adalah orang yang ahli dan mampu menyelesaikan sengketa
dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi. Selain itu mediator
menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan,
dipilin oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap
pengadilan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinanan penyelesaian sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-
ciri penting dari mediator adalah:

a. Netral
b. Membantu para pihak
c. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak
memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah
selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Selain memiliki peran mediator juga memiliki tugas-tugas mediator, di
antaranya adalah sebagai berikut:

a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada
para pihak untuk dibahas dan disepakati.

" Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 202.
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b.

Mediator wajib mendorong para pihak secara langsung berperan dalam
proses mediasi.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan
terpisah selama proses mediasi berlangsung.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik
bagi para pihak.

Daftar mediator demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses

mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu

menyelesaikan sengketa.

a.

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan
menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima)
nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari
para mediator.

Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki
sertifikat dalam daftar mediator.

Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan
bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilanyang
bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator
pada pengadilan yang bersangkutan.

Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan
menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.

Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar
mediator.

Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas,
berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas
pedoman perilaku.

2. Prinsip-Prinsip Lembaga Mediasi

Adapun beberapa prinsip dari lembaga mediasi, adalah:
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a. Pada prinsipnya mediasi bersifat sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui
mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat
kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan
kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian pada
prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para
pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu
pihak saja yang menginginkannya. Pengertian sukarela dalam proses mediasi
juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah
memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak
ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses
mediasi tersebut. Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa
mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk
membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang
dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk
memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim
atau arbiter. Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk
menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.

Dalam hukum di Indonesia, praktek mediasi pada umumnya juga
didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam
konteks sengketa konsumen pengguna mediasi bersifat sukarela
sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 yang
berbunyi: ‘“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak
yang bersengketa”.

Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan

. Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur

tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya
sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa
keperdataan. Pasal 30 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
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Demikian pula pada pasal 75 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
kehutanan sebagaimana dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 mengatakan
penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap
tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU kehutanan tersebut. UU No. 30
Tahun 1999 meskipun tidak tegas seperti kedua UU terdahulu, namun dari
ketentuan pasal 5 ayat (1) berbunyi: “sengketa yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak
yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang
bersengketa”, dapat dipahami bahwa sengketa yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase adalah sengketa perdagangan dan sengketa hak yang
bersifat keperdataan saja
Proses sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan pada pihak
untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang
mereka inginkan. Dengan cara ini, para pihak yang bersengketa tidak
terperangkap dengan formalitas acara sebaimana dalam proses litigasi. Para
pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan
dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa
melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding,
kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih
singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat
final and binding yang artinya putusan tersebut bersifat inkracht atau
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Istilgh “final” berarti putusan
tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Pengertian “mengikat”
atau “Binding” adalah memberikan beban kewajiban hukum dan menuntut
kepatuhan dari subjek hukum. Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal teori
res adjudicate pro veritare habetur, yang artinya apabila suatu putusan sudah
tidak mungkin diajukan upaya hukum, maka dengan sendirinya putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van
gewijsde) dan oleh karenanya putusan tersebut mengikat para pihak yang

bersengketa.
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Sebagai konsekuensi cara yang lebih sederhana ini, maka mediasi
sering dianggap lebih murah dan tidak banyak makan waktu jika
dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di Pengadilan.

Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang
dapat menghindari sessi-sessi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan
badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat
kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, Karena
para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang
mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

Mediator bersifat menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk
menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas
mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan
pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan
memberikan alternative solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa
diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh
kesepakatan para piha yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan
gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki
pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang
dipersengketakan oleh para pihak. Bila diperhatikan berbagai macam cara
untuk penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan masing-
masing, misalnya pencapaian consensus bersama yang terjadi dalam Hukum
Adat Indonesia, di samping menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu
membangun dan melindungi komunitas, tetapi kadang kala yang muncul
dalam wupaya untuk memperoleh Kkesepakatan hanya berupa bentuk
pemaksaan yang terselubung, yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa
menyetujui demi kepentingan pihak komunitas. Pada beberapa kasus seperti
ini, kebutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa mungkin tidak

terpenuhi sama sekali. Hal ini tentunya merugikan pihak yang bersengketa.
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Tugas mediator telah diatur di dalam Bab 11l PERMA Nomor 2 Tahun

2003, ada beberapa hal yang tidak diatur di daalam PERMA. Menurut hemat

penulis perlu ditempuh oleh para mediator, yaitu antara lain:

a. Seorang mediator: adalah memberikan nasehat dan mengarahkan para pihak
atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketanya secara damai, setelah
selesai memberikannasehat atau pengarahan, kemudian pihak tergugat
dipersilahkan menunggu di luar ruangan dan mediator melanjutkan dengan
memberikan kesempatan kepada pihak penggugat atau kuasanya
mengungkapkan sejelas-jelasnya permasalahan yang menjadi sengketa sejak
awal hingga keadaan yang sekarang, kemudian mediator memberikan
pandangannya bagaimana sebaiknya mengatasi permasalahan tersebut
sehingga pihak penggugat tidak dirugikan dan pihak tergugat juga diberi
kemudahan-kemudahan memenuhi tuntutan tersebut. Kemudian penggugat
disuruh menunggu di luar dan tergugat atau kuasanya dipanggil masuk,
mediator mempersilahkan tergugat memberikan keterangannya sehubungan
dengan adanya tuntutan pihak penggugat. Bila ada hal-hal yang janggal atau
kurang jelas keterangan tergugat mediator mengajukan pertanyaan-
pertanyaan atau minta kejelasan dari tergugat tentang hal-hal yang belum
ditanggapi oleh tergugat, setelah selesai, mediator menawarkan beberapa
solusi agar sengketa tersebut dapat selesai secara damai.

b. Seorang mediator: adalah memanggil kedua belah pihak memasuki ruang
mediasi, mediator mempersilahkan pihak penggugat atau kuasanya
mengajukan poin-poin tuntutannya dan bila ada solusi damai yang
ditawarkannya hendaknya diajukan secara tertulis, bila ada hal yang
dianggap mediator belum konkrit, mediator meminta agar penggugat
mengulangi dan menjelaskan hal tersebut. Selanjutnya agar tergugat
memberikan tanggapannya serta solusi damai yang ditawarkannya secara
tertulis, dan mediator meminta kejelasan hal-hal yang dianggap kurang
jelas.

c. Seorang mediator: adalah mengelompokkan bagian-bagian yang telah
disepakati, bila semua bagian telah disepakati berarti mediator berhasil
mendamaikan para pihak, bila masih ada bagian yang belum disepakati
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maka pertemuan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah disepakati
bersama, dan mediator mengingatkan kepada para pihak untuk berfikir
kembali dan mengajukan tawaran jalan keluar atas hal-hal yang belum
disepakati tersebut secara tertulis dan diajukan kepada mediator pada hari
dan tanggal yang telah disepakati tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian
sulit, rumit dan berbelit-belit, demikianlah kira — kira pendapat sebagian orang
sehingga muncul wacana bahwa upaya yang telah dilakukan untuk sedapat
mungkin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses ligitasi, sebagai contoh
dalam menghadapi suatu sengketa para pihak yang berperkara khususnya piak
Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif berperkara untuk sedapat mungkin
mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karena bagaimanapun juga
penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan
keuntungan bagi kedua belah pihak. Begitupun halnya keuntungan dari segi
biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah, karena tidak
mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan yang lebih penting lagi
perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik diantara pihak yang
berperkara, lebih-lebih bila mana para pihak yang berperkara tersebut adalah
mereka yang nota bene sesama mitra usaha yang memerlukan suasana
hubungan yang bersifat kolegalitas, bisa dibanyangkan apabila muncul
persoalan diantara mereka kemudian diselesaikan melalui proses persidangan
yang pada akhirnya berakibat pada dua kubu menang dan kalah. Hal ini
tentunya akan berakibat pada pecahnya hubungan yang bersifat kolegalitas
diantara mereka. Demikian pula halnya hubungan baik antara keluarga akan
menjadi renggang bahkan putus, manakala mereka dalam menyelesaikan suatu
sengketa misalnya adanya perebutan harta warisan dan lain-lain. Untuk
mencegah agar jangan sampai hubungan keluarga menjadi berantakan hanya
karena memperebutkan suatu hak seperti yang disebutkan dalam contoh diatas,
maka penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat dibandingkan
sebaliknya.

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya
untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada
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Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan
dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi
dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara
menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang
tengah berlangsung.

Walaupun dalam Kkenyataannya setiap perkara yang masuk ke
Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya
perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan
tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk
bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan
kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.

Oleh karena itu Mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama
dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena
penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis,
fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa
nestapa yang sering mengiringi para pihak yang berperkara, di satu sisi bagi
pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai
dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan di sisi lain bagi pihak
yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya
tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-
bentuk tindakan anarkis. Hal demikian tentulah bukan menjadi harapan Kita,
karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas,
seperti antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar,
putusnya jalinan silaturrahmi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan
materiil adalah contoh akibat negative dari persoalan di atas. Untuk itu, upaya
preventif dalam setiap upaya penyelesaian persoalan harus dikedepankan,
mencegah penyebab konflik berarti mencegah adanya kemudaratan.

Prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian
juga halnya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Islam adalah agama damai,
yang berperkara di Pengadilan adalah Agama adalah orang-orang yang
beragama Islam dan masih dalam ikatan keluarga, peluang untuk dapat

didamaikan lebih besar dibandingkan dengan perkara-perkara pada Peradilan
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Umum, oleh karenanya upaya mendamaikan secara sungguh-sungguh sangat
diharapkan, sekalipun menurut tehnik dan cara tersendiri di luar PERMA
tersebut, hal ini Pengadilan Agama dapat dikecualikan, karena ada kekhususan,
khusus menangani orang-orang Islam (orang-orang yang cinta damai), dan

khusus sengketa dalam keluarga (family law).

C. Peran Mediasi Di Pengadilan Cilacap

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, Kewajiban Hakim Pemeriksa dan

Kuasa Hukum adalah sebagai berikut:

a.

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong
para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan
langsung atau aktif dalam proses mediasi.

Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan
kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak
yang bersengketa.

Hak Para Pihak Memilih Mediator Para pihak berhak memilih mediator di

antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan,

Advokat atau akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak

menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa

perkara, Gabungan antara mediator.

a.

Batas Waktu Pemilihan Mediator

1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakimmewajibkan para
pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya
untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin
timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua

majelis hakim.
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3)

4)

5)

6)

7)

Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk
melaksanakan tugas.

Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud terpenuhi, para
pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka
para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator
kepada ketua majelis hakim.

Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih
mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa
pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk
menjalankan fungsi mediator.

Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa
perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan
atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh

Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

. Menempuh Mediasi Dengan lktikad Baik

1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak

1)

2)

3)

4)

5)

lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

. Tahap-tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk
mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume
perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal
memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume
perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak
mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim
Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat
diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa
40 (empat puluh) hari

Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan

perkara.
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6)

Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat

dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

d. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

1)

2)

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu
pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kaliberturut-turut
tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang
telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri
pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam
sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau
kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak
disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan
tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat
menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara
yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak

tidak lengkap.

e. Tugas-tugas Mediator

1)

2)

3)
4)

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada
para pihak untuk dibahas dan disepakati.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan
dalam proses mediasi.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang

terbaik bagi para pihak.

f. Keterlibatan Ahli

1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat

mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
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2)

3)

Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan
mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang
ahli

Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses
mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

g. Kesepakatan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para
pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang
dicapai.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa
materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang
bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang
memuat iktikad tidak baik.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang
telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim
untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan
dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat
klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara

telah selesai.

h. Tidak Ada Kesepakatan

1)

2)

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak
tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang
terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan
memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
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3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap
berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga
sebelum pengucapan putusan.

4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan
berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

D. Analisis Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri di
Pengadilan Agama Cilacap
Bardasarkan data pada bab 111 bahwa peran mediator sebagai penengah atau
orang yang mendamaikan kedua belah pihak yang berselesih agar tidak terjadi
perceraian dan berdamai, karena berdamai itu lebih baik dan menjalani kehidupan
suami istri dengan meninggalkan sesuatu yang jelek dan melakukan sesuatu yang
baik. Peranan hakam selaku mediator dalam sengketa yang dimaksud, sangatlah
jelas, dan dapat dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (35), bahwa
apabila dikhawatirkan ada persengketaan/perselisihan antara keduanya (suami
isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Dimana kata hakam
dalam ayat tersebut, menurut hemat penulis tidak lain adalah sebagai “mediator”.
Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran hakam
(mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi
antara suami isteri. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan hakam sebagai
mediator dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk
membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik
secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia
yakin dapat membantunya. Dan situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan
di depan orang banyak, dimana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak
merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan
egoisme.
Dan apabila ditelusuri lebih dalam, ada kalanya para pihak yang berselisih
tersebut (suami isteri), salah satu diantara keduanya atau mungkin pula dua-duanya,

dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk kembali seperti biasa, namun
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kadang kendalanya, disamping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, mereka
tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya. Inilah mungkin salah satu
hikmah diperintahkannya oleh Allah swt., untuk mengutus hakam selaku mediator
dalam ikut menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, yang sekaligus
memperlihatkan kepada kita begitu penting dan mulianya peranan serta tugas dari
hakam (mediator) tersebut dalam berusaha mendamaikan keduanya. Peranan hakam
selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76
ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan hakam dalam perkara perceraian
atas dasar syigaqg, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti
yang diajukan para pihak. Setelah Pengadilan atau hakim mendapat gambaran
secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri
dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa
didamaikan melalui hakam yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri. Hemat
penulis peranan hakam selaku mediator sangat berguna dalam ikut membantu,
memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna
memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Kewenangan Hakam Selaku Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan
Perkawinan Yang dimaksud dengan kewenangan hakam selaku mediator dalam
menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar syigaq, tidak lain adalah kewenangan
hakam untuk menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
kerangka teori sebelumnya, bahwa pendapat hakam tidak mengikat hakim dalam
menjatuhkan putusan. Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan
kewenangan bagi hakam untuk menjatuhkan putusan.

Hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada
kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya
penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri
perselisihan perselisihan suami isteri. Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum
memberikan kepada hakam hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada
hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini
tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim

untuk menilai usulan dari hakam.
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Memang mengenai hal ini terdapat dua pendapat, dimana ada yang
berpendapat bahwa hakam tidak mutlak mempunyai wewenang mengambil
putusan. Namun ada juga pendapat berpendirian, bahwa hakam berwenang
mengambil putusan, dan putusan yang dijatuhkan hakam, mengikat kepada suami
isteri. Namun di luar dari itu semua, dan dengan tidak bermaksud untuk menafikan
pendapat yang ada, penulis memandang bahwa meskipun pada prinsipnya (sesuai
aturan) usul hakam tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan tersebut
didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, kurang bijaksana rasanya
apabila hakim mengabaikannya, sekurang-kurangnya usulan pendapat hakam harus
diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.

Selain itu hakim yang menjadi mediator pada hari sidang yang telah
ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi. Dan jika Kketidakhadiran pihak turut tergugat tidak
menghalangi pelaksanaan mediasi, hakim melalui kuasa hukum atau langsung
kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam
proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak
sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi, hakim wajib menunda
proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak
menempuh proses mediasi, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam
Perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Hak para pihak memilih mediator
para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa perkara
pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau akademisi hukum, Profesi bukan
hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok
sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara mediator.

Dalam proses mediasi dalam kasus perselisihan antara suami istri
sebelumnya para pihak telah ditentukan langkah-langkah mediasi atau upaya damai,
di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Batas Waktu Pemilihan Mediator Setelah para pihak hadir pada hari sidang
pertama, hakimmewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2
(dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk

biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
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. Menempuh Mediasi Dengan lktikad Baik Para pihak wajib menempuh proses

mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari

proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

. Tahap-tahap Proses Mediasi Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat
menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal Mediator berkewajiban

menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa
hukumnya telah dua kaliberturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi
sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali
berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah

dipanggil secara patut.

. Tugas-tugas Mediator Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri

dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian

yang terbaik bagi para pihak.

. Keterlibatan Ahli Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat

mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan
penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan

pendapat di antara para pihak.

. Kesepakatan Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak

dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

. Tidak Ada Kesepakatan Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh)

hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena
sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator
wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan
memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian juga

halnya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Islam adalah agama damai, yang
berperkara di Pengadilan adalah Agama adalah orang-orang yang beragama Islam
dan masih dalam ikatan keluarga, peluang untuk dapat didamaikan lebih besar
dibandingkan dengan perkara-perkara pada Peradilan Umum, oleh karenanya upaya
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mendamaikan secara sungguh-sungguh sangat diharapkan, sekalipun menurut
tehnik dan cara tersendiri di luar PERMA tersebut, hal ini Pengadilan Agama dapat
dikecualikan, karena ada kekhususan, khusus menangani orang-orang Islam (orang-
orang yang cinta damai), dan khusus sengketa dalam keluarga (family law).
Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, Kewajiban Hakim Pemeriksa dan Kuasa
Hukum Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak,
hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, ketidakhadiran pihak
turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, hakim, melalui kuasa hukum
atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung
atau aktif dalam proses mediasi. kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong
para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib
menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para
pihak menempuh proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi
dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Hak Para Pihak Memilih Mediator Para pihak berhak memilih mediator di
antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan,
Advokat atau akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak
menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa
perkara, Gabungan antara mediator. Peran hakim sebagai mediator dalam rangka
mendamaikan perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Cilacap tingkat tinggi
dan rendahnya peran hakim meidiator dapat dilihat dari pengajuan cerai pada bulan
Mei tahun 2013 pada bulan April pengajuan yang masuk berjumlah 355 sedangkan
bulan Juni 319 kasus dari sekian banyak kasus yang masuk hanya ada 5 yang
dicabut. Pencabutan ini menginformasikan bahwa peran hakim sangat rendah dalam
mendamaikan perselisihan suami istri, menurut hemat penulis kebanyakan pasangan
suamigaz istri tidak menyadari atau bahkan rasa senang/ suka yang sudah hilang
yang diganti dengan yang lain maka perceraian karena alasan perselisihan terjadi,
untuk meminimalis ini perlu dibangun pondasi yang kokoh dan setiap suami istri

hendaknya selalu menjalakan tupoksinya baik sebagai istri, atau suami.

E. Penutup
Dari pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan,
adapun yang menjadi kesimpulannya adalah sebagai berikut:
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1. Hakim yang menjadi mediator pada hari sidang yang telah ditentukan yang

dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi. Dan jika ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi
pelaksanaan mediasi, hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para
pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses
mediasi.

Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan
langsung atau aktif dalam proses mediasi, hakim wajib menunda proses
persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak
menempuh proses mediasi, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam
Perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Hak para pihak memilih
mediator para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa
perkara pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau akademisi hukum,
Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman
dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara

mediator.
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